
BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 
NOMOR 6 6 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG UANG MAKAN DAN TATA CARA 

PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI N E G E R I S IP IL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dengan d iber lakukannya Peraturan Menter i 
Keuangan Nomor 84/PMK.02/201 1 tentang Standar Biaya 
T a h u n Anggaran 2012, d ipandang per lu me lakukan 
perubahan atas satuan biaya u n t u k uang m a k a n bagi 
Pegawai Negeri Sipi l Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
h u r u f a diatas, per lu membentuk Peraturan Bupa t i Kuta i 
Kartanegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupa t i Kuta i 
Kartanegara Nomor 4 T a h u n 2011 tentang Uang Makan dan 
Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri 
Sipi l d i L ingkungan Pemerintah Kabupaten Kuta i 
Kartanegara. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darura t Nomor 3 t a h u n 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I d i Ka l imantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 1820}; 

2. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dar i 
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T \ T ^ » V - , ~ - /inoa\• 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 
Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah d i rubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 T a h u n 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4493), t e rakhi r d iubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 T a h u n n 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
dan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik i 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T a h u n 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 
2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4593); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 9 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 82 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menter i Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai 
Negeri Sipi l ; 

16. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2011 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 
T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi 
Wewenang Pemerintah Kabupaten Ku ta i Kartanegara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ku ta i Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara Tahun 2010 
Nomor 16); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 
12 T a h u n 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Kuta i Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuta i Kartanegara T a h u n 2011 Nomor 9); 



20. Peraturan Daerah Kabupaten Ku ta i Kartanegara Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah 
Nomor 15 T a h u n 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara Tahun 2011 
Nomor 10); 

2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah 
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ku ta i 
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara 
Tahun 2011 Nomor 11); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Rumah Sakit U m u m 
Daerah Aji M u h a m m a d Parikesit Kabupaten Ku ta i Kartanegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuta i Kartanegara T a h u n 2011 
Nomor 12); 

23. Peraturan Bupa t i Ku ta i Kartanegara Nomor 53 Tahun Tahun 
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI 
KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG UANG 
MAKAN DAN TATA CARA S E R T A PEMBAYARAN UANG 
MAKAN BAGI PEGAWAI N E G E R I S IP IL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

Pasal I 

Beberapa ke tentuan da lam Peraturan Bupa t i Ku ta i Kartanegara 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Negeri 
Sipi l D i L ingkungan Pemerintah Kabupaten Kuta i Kartanegara 
yang telah d iubah dengan Peraturan Bupa t i Ku ta i Kartanegara 
Nomor 33 T a h u n 2012, d iubah sebagai b e r i k u t : 

Ketentuan BAB I I Pasal 2 ayat (2) d iubah , sehingga Pasal 2 
berbuny i sebagai b e r i k u t : 

BAB I I 
UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 2 

(1) Kepada Pegawai Negeri S ip i l yang bekerja pada h a r i kerja 
yang d i t e tapkan d iber ikan uang makan . 



(2) Uang m a k a n yang d iber ikan kepada Pegawai Negeri S ip i l 
setiap h a r i kerja sebagai be r iku t : 
a. Golongan I dan I I Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu 

rupiah) 
b. Golongan I I I Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu 

rupiah) 
c. Golongan IV Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan 

ribu rupiah) 

(3) Uang m a k a n d iber ikan da lam ben tuk uang. 

Pasal I I 

Peraturan Bupat i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Berita Daerah 
Kabupaten Kuta i Kartanegara. 

Di te tapkan d i Tenggarong 
pada tanggal 2 J u l i 2012 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

C 
RITA WIDYASARI 

Diundangkan d i Tenggarong 
pada tanggal 2 J u l i 2012 

S E K R E T A R I S DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 

H.A.P.M. HARYANTO B A C H R O E L 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 
NOMOR 66 


